
Tata Kelola Pembangunan Desa 

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. 

Sebagai ujung tombak pembangunan, desa memiliki potensi besar untuk menjadi lokus kemandirian, 

kesejahteraan, dan keberlanjutan. Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan tata kelola 

pembangunan desa yang baik, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Artikel ini akan membahas secara 

mendalam tentang tata kelola pembangunan desa, prinsip-prinsipnya, tantangan, serta strategi untuk 

mewujudkan desa yang mandiri dan berkelanjutan. 

Apa Itu Tata Kelola Pembangunan Desa? 

Tata kelola pembangunan desa merujuk pada sistem dan proses pengelolaan sumber daya, pelayanan 

publik, serta pembangunan di tingkat desa yang melibatkan pemerintah desa, masyarakat, dan stakeholder 

lainnya. Tata kelola pembangunan desa yang baik (good village development governance) mencakup 

aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, penegakan hukum, dan efisiensi 

dalam pengelolaan sumber daya. 

Tata kelola pembangunan desa tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga 

mencakup pengelolaan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk menciptakan 

desa yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. 

Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pembangunan Desa yang Baik 

1. Transparansi; Transparansi berarti semua proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, 

dan pelaksanaan program harus terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Misalnya, informasi 

tentang penggunaan dana desa harus dipublikasikan secara rutin agar masyarakat dapat memantau 

dan memberikan masukan. 

2. Akuntabilitas; Pemerintah desa harus bertanggung jawab atas semua kebijakan dan tindakan 

yang diambil. Akuntabilitas dapat diwujudkan melalui pelaporan kinerja, audit keuangan, dan 

mekanisme pengaduan masyarakat. 

3. Partisipasi Masyarakat; Masyarakat desa harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui 

musyawarah desa, forum kelompok masyarakat, atau melalui lembaga-lembaga desa seperti 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

4. Penegakan Hukum dan Keadilan; Tata kelola pembangunan desa harus menjunjung tinggi 

prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Hal ini mencakup penegakan peraturan desa, 

perlindungan hak-hak warga, serta pencegahan praktik korupsi dan nepotisme. 

5. Efisiensi dan Efektivitas; Sumber daya desa, termasuk dana, tenaga kerja, dan aset, harus 

dikelola secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan desa. 

6. Keberlanjutan; Pembangunan desa harus mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan 

ekonomi agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. 

Tantangan dalam Tata Kelola Pembangunan Desa 



Meskipun tata kelola pembangunan desa memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi: 

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia; Banyak pemerintah desa yang masih memiliki keterbatasan 

dalam hal kapasitas manajerial, teknis, dan leadership. Hal ini dapat menghambat efektivitas 

pengelolaan desa. 

2. Keterbatasan Anggaran; Meskipun dana desa telah dialokasikan oleh pemerintah pusat, 

seringkali jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan pembangunan. 

3. Partisipasi Masyarakat yang Rendah; Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses 

pembangunan desa dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman, kesadaran, atau kepercayaan 

terhadap pemerintah desa. 

4. Konflik Sosial; Konflik antarwarga atau antara pemerintah desa dengan masyarakat dapat 

mengganggu proses pembangunan dan tata kelola pembangunan desa. 

5. Korupsi dan Penyalahgunaan Dana; Masih terdapat kasus korupsi dan penyalahgunaan dana 

desa yang merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan. 

Strategi Mewujudkan Tata Kelola Pembangunan Desa yang Baik 

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; Pemerintah desa perlu diberikan pelatihan dan 

pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dalam hal perencanaan, pengelolaan keuangan, dan 

pelayanan publik. 

2. Penguatan Partisipasi Masyarakat; Masyarakat harus didorong untuk terlibat aktif dalam proses 

pembangunan desa. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, pendidikan kewarganegaraan, dan 

pemberdayaan lembaga-lembaga desa. 

3. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa; Pemerintah desa harus memastikan 

bahwa penggunaan dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Misalnya, dengan 

mempublikasikan laporan keuangan secara rutin dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan. 

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi; Teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan 

transparansi dan efisiensi tata kelola pembangunan desa. Misalnya, dengan mengembangkan 

sistem informasi desa yang dapat diakses oleh masyarakat. 

5. Pembangunan Berkelanjutan; Pembangunan desa harus mempertimbangkan aspek lingkungan 

dan sosial. Misalnya, dengan mengembangkan program pertanian organik, pengelolaan sampah, 

atau pemanfaatan energi terbarukan. 

6. Penegakan Hukum yang Kuat; Pemerintah desa harus bekerja sama dengan aparat penegak 

hukum untuk mencegah dan menindak praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan 

pelanggaran hukum lainnya. 

Peran Stakeholder dalam Tata Kelola Pembangunan Desa 

1. Pemerintah Desa; Sebagai pemimpin dan pengelola desa, pemerintah desa bertanggung jawab 

untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan desa. 

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD); BPD berperan sebagai lembaga legislatif desa yang 

bertugas mengawasi kinerja pemerintah desa dan menampung aspirasi masyarakat. 



3. Masyarakat Desa; Masyarakat adalah subjek sekaligus objek pembangunan desa. Partisipasi aktif 

masyarakat sangat penting untuk keberhasilan tata kelola pembangunan desa. 

4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat Sipil; LSM dan organisasi 

masyarakat sipil dapat memberikan pendampingan, advokasi, dan dukungan teknis dalam proses 

pembangunan desa. 

5. Pemerintah Pusat dan Daerah; Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk 

memberikan dukungan kebijakan, pendanaan, dan fasilitasi dalam pembangunan desa. 

Kesimpulan 

Tata kelola pembangunan desa yang baik merupakan kunci untuk mewujudkan desa yang mandiri, 

sejahtera, dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi 

masyarakat, dan keberlanjutan, desa dapat menjadi lokus pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. 

Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan 

stakeholder lainnya. Dengan kerja sama yang baik, desa dapat menjadi garda terdepan dalam 

pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Referensi: 

 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

 Buku Panduan Tata Kelola Desa yang Baik oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. 

 Artikel dan jurnal tentang pembangunan desa dan tata kelola pemerintahan. 

Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pembangunan desa yang baik, kita dapat 

bersama-sama membangun desa yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. 
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